SALINAN

'BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURW(_)REJO
NOMOR: 160.10/528/2020

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PENDAMPING DESA/KELURAHAN
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020-2021

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penurunan kemiskinan
di Kabupaten Purworejo perlu dilaksanakan
pendampingan terhadap desa/kelurahan prioritas
penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa dalam melaksanakan pendampingan
desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu Perangkat Daerah Pendamping
untuk melaksanakan koordinasi secara terpadu,
bersinergi, harmonisasi dan integrasi terhadap
program prioritas penanggulangan kemiskinan
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c! bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perangkat
Daerah Pendamping Desa/Kelurahan Prioritas
Penanggulangan Kemiskinan dan Desa/Kelurahan
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Purworejo Tahun 2020-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja
serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya
Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor
14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5
Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor
S);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Perangkat Daerah Pendamping Desa/Kelurahan
Prioritas  Penanggulangan  Kemiskinan  dan
Desa/Kelurahan Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-
2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Daftar Desa/Kelurahan Prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian
Sosial yang ditetapkan pada Bulan Januari 2020.

Perangkat Daerah Pendamping Desa/Kelurahan
Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas:

a. melakukan pendampingan penanggulangan
kemiskinan di KabupatenPurworejo;

b. melakukan assessment dan identifikasi potensi
serta kebutuhan masyarakat di
Desa/Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan
rendah;

¢. menentukan intervensi program/kegiatan
penanggulangan kemiskinan sesuai assessment
dan identifikasi potensi serta kebutuhan
masyarakat di Desa/Kelurahan dengan tingkat
kesejahteraan rendah;

d. melakukan pemberdayaan masyarakat di
Desa/Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan
rendah;

e. mengevaluasi  efektivitas  program/kegiatan
intervensi penanggulangan kemiskinan;

f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purworejo.

Pendampingan Desa/Kelurahan Prioritas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
disebut Program SANDING ERAT DESA KITA (Satu
Pendamping Perangkat Daerah di Desa/Kelurahan
Prioritas untuk Masyakarat yang Kuat secara
Ekonomi, Inovatif, Tata Tentrem, Ayem dan Akur).

Waktu pendampingan Desa/Kelurahan Prioritas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dilaksanakan pada Tahun 2020 sampai dengan
Tahun 2021.



KEENAM

KETUJUH

Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo di masing-masing Perangkat
Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
padatanggal 26 November 2020




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 16 ,18/528/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH
PENDAMPING DESA/KELURAHAN
PRIORITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN DESA/
KELURAHAN PRIORITAS
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2020-2021

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PENDAMPING DESA/KELURAHAN
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINANDAN DESA/KELURAHAN
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2020-2021

PERANGKAT DAERAH
PENDAMPING DESA/KELURAHAN
DESA/KELURAHAN PRIORITAS
NO PRIORITAS PENANGGULANGAN | KECAMATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEMISKINAN
1 2 3 4
1 | SATPOLPP DAMKAR
RABUBATEN PURW GG | DAPANGSAR] BAGELEN
2 | BAGIANBARJASSETDA
| KABUPATEN PURWOREJO | SOMOREJO BAGELEN
3 | DINPPKP KABUPATEN
e DURENSARI BAGELEN
4 | DINPPKP KABUPATEN
sl s SOKOAGUNG BAGELEN
5 | SETWAN KABUPATEN
e SOKO BAGELEN
6 | DINKOMINFO KABUPATEN
bt CENGKAWAKREJO | BANYUURIP
7 | DINKOMINFO KABUPATEN
oot i POPONGAN BANYUURIP
8 | DINPERINAKER KABUPATEN
bl e, TANJUNGANOM BANYUURIP
9 | DINPERINAKER KABUPATEN
Sl TEGALREJO BANYUURIP > |
10 | DINKUKMP KABUPATEN
mebclho PEKUTAN BAYAN
1T | DINKUKMP KABUPATEN
RS ORE e SUCEN JURUTENGAH | BAYAN
12 | BAGIAN PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN SAMBENG BAYAN
PURWOREJO




13

BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN PURWOREJO | TUCANG AGUNG BAYAN
14 | DINPERKIMTAN KABUPATEN

el GUNTUR BENER
15 | DINPERKIMTAN KABUPATEN

it LEGETAN BENER
16 | DINPUPR KABUPATEN

Sl it PUSPO BRUNO
17 | DINDIKPORA KABUPATEN

Rl TEGALSARI BRUNO
18 | DINDIKPORA KABUPATEN

Sl e KALIWUNGU BRUNO
19 | BAGIAN PEMERINTAHAN

SETDA KABUPATEN BUTUH BUTUH

PURWOREJO
50 | BAGIAN PEREKONIMIAN

SETDA KABUPATEN SEREN GEBANG

PURWOREJO
51 | DINHUB KABUPATEN

gt REDIN GEBANG
22 | KESBANGPOL KABUPATEN

St PASARANOM GRABAG
23 | BAGIAN KESRA SETDA

KABUPATEN PURWOREJO | NVAMBANGAN GRABAG
24 | BPPKAD KABUPATEN

e RETe KALIGONO KALIGESING
25 | BPPKAD KABUPATEN

D e TLOGOGUWO KALIGESING
26 | BAPPEDA KABUPATEN

ot e DONOREJO KALIGESING
27 | BAPPEDA KABUPATEN

b ok LONING KEMIRI
28 | DINKES KABUPATEN

e ar s WINONG KEMIRI
59 | BAGIAN ORGANISASI DAN

APARATUR SETDA TURUS KEMIRI

KABUPATEN PURWOREJO
30 | DINPERMADES KABUPATEN

i otor KEDUNGLO KEMIRI
31 | DINARPUS KABUPATEN

kol WANUROJO KEMIRI
32 | DINPERMADES KABUPATEN | KEDUNGPOMAHAN | o0

PURWOREJO WETAN
33 | DINDIKPORA KABUPATEN

e WONOSUKO KEMIRI
34 | DINPUPR KABUPATEN

Sl GIRIJOYO KEMIRI
35 | DINSOSDUKKBPPPA ry— Pw———

KABUPATEN PURWOREJO
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38 g&%%JgRKEﬁgUPATEN TEPANSARI LOANO
39 gg‘;wgggg gABUP NEEN WONOSARI NGOMBOL
42 ;) %S;gggoﬁ:}}g’l‘ KABUPATEN BRENGKOL PITURUH
43 B aw e AT HABURATEN. | enrrmanye PITURUH
a4 ‘I))LIJI%;IOI;AE%%PATEN SOMOGEDE PITURUH
45 gg‘éwo‘;g%mm“ KALIGINTUNG PITURUH
46 s L BAnURaTEN JATIMALANG PURWODADI
W e S FARURATER: 1 isnbnii PURWODADI
48 | BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL SETDA JOGORESAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO
49 gUngKgggngEN BUBUTAN PURWODADI
20 Lo RO L RABURATER. | purwonap) PURWODADI
_§1 ESE&SQE%’ATEN JENARWETAN PURWODADI
52 Egg?v gQEB:BJgATEN KETANGI PURWODADI
54 1332};3&4 EIngUPATEN SIDOMULYO PURWOREJO




